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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien pengelolaan keuangan
negara serta agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab maka perlu didukung
dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Oleh karena itu perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagekeo tentang Penetapan User pejabat, Operator, dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada
satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



CATATAN

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 812);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1307);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 990);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2026, Tanggal 05 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan/atau  Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini
diatur tentang jabatan dan peran User pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI).

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Tanggal 05 Januari 2026. Lampiran 8 Halaman



